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ABSTRAK 

 
Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga Dalam Kasus Penarikan Paksa 

Kendaraan Bermotor yang Melawan Hukum 
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.) 

 
Oleh: 

Nadia Okta Beri 

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pihak ketiga dalam kasus 
penarikan paksa kendaraan bermotor yang melanggar hukum, berdasarkan 
Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl. 
Permasalahan muncul saat perusahaan leasing menggunakan jasa debt collector 
untuk menarik kendaraan dari debitur yang wanprestasi tanpa melalui prosedur 
hukum yang sah. Penarikan dilakukan tanpa surat tugas resmi dan tanpa 
persetujuan debitur, bahkan disertai intimidasi, sehingga menimbulkan keresahan 
masyarakat. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- 
XVII/2019 dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi hanya 
dapat dilakukan secara sukarela atau melalui putusan pengadilan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan hukum normatif dan konseptual, serta analisis terhadap 
doktrin dan putusan pengadilan. Hasilnya, tindakan pihak ketiga memenuhi unsur 
tindak pidana seperti pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pencurian dengan 
kekerasan (Pasal 365 KUHP). Selain pihak ketiga, perusahaan leasing juga dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana secara korporasi jika lalai mengawasi 
mitranya. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada perlindungan hukum 
bagi debitur dan menjadi dasar pembaruan kebijakan eksekusi jaminan fidusia. 

Kata Kunci: Penarikan paksa, debt collector, leasing, jaminan fidusia, pidana 



ix 
 

 
ABSTRACT 

 
Criminal Liability of Third Parties in Unlawful Forced Repossession of 

Motor Vehicles 
(Case Study: Decision of the Bengkulu District Court Number 

299/Pid.B/2024/PN Bgl.) 
 
 

Nadia Okta Beri 
2174201033 

 
 
 

This study examines the criminal liability of third parties in cases of unlawful 
forced repossession of motor vehicles, based on the Decision of the Bengkulu 
District Court Number 299/Pid.B/2024/PN Bgl. The issue arises when leasing 
companies employ debt collectors to retrieve vehicles from defaulting debtors 
without following proper legal procedures. These repossessions are carried out 
without official authorization or debtor consent and are often accompanied by 
intimidation, causing public concern. According to Constitutional Court Decision 
No. 18/PUU-XVII/2019 and Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, 
repossession may only be carried out voluntarily or through a court ruling. This 
research uses a normative and conceptual legal approach, along with analysis of 
legal doctrines and court decisions. The findings reveal that the actions of third 
parties constitute criminal offenses, such as extortion (Article 368 of the 
Indonesian Criminal Code) and robbery with violence (Article 365 of the Criminal 
Code). In addition, leasing companies may also be held criminally liable as 
corporations if they fail to supervise their partners. This study is expected to 
contribute to strengthening legal protection for debtors and serve as a basis for 
reforming fiduciary execution policies. 

 
Keywords: Forced repossession, debt collector, leasing, fiduciary security, 
criminal law. 

 
. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan 

bermotor, sistem pembiayaan menjadi alternatif utama dalam proses 

kepemilikan kendaraan tersebut. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan 

kendaraan bermotor yang marak digunakan oleh masyarakat adalah melalui 

skema pembiayaan atau kredit kendaraan. Skema ini memberikan kemudahan 

bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan tanpa harus membayar secara tunai 

di awal. Perusahaan leasing, seperti PT Adira Dinamika Finance cabang 

Bengkulu8, menyediakan fasilitas pembiayaan melalui skema fidusia, di mana 

objek kendaraan yang dibiayai menjadi jaminan sampai utang lunas. Namun, 

dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan ketika debitur mengalami gagal 

bayar atau wanprestasi 1 

Salah satu tindakan yang umum terjadi adalah penarikan kembali 

kendaraan sebagai bentuk eksekusi jaminan. Pelaksanaan penarikan ini 

kerap tidak dilakukan langsung oleh perusahaan leasing, melainkan 

diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu debt collector, seperti PT. Bintang 

Raflesia.Pihak ketiga ini berperan sebagai pelaksana lapangan dalam proses 

penarikan kendaraan, berdasarkan surat kuasa atau perjanjian tertentu. Akan 

tetapi pelaksanaan di lapangan sering kali menyimpang dari koridor hukum. 

Banyak temuan di lapangan menunjukkan bahwa penarikan kendaraan oleh 

1analisis Yuridis And Others, „Masyarakat Leasing Yang Dilakukan Debt Collector‟, 15.12 
(2024), 24–29. 
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pihak ketiga dilakukan secara paksa, bahkan disertai dengan tindakan 

intimidatif, kekerasan fisik maupun verbal, dan ancaman yang menimbulkan 

keresahan bagi masyarakat. Hal ini menjadi persoalan serius dalam konteks 

perlindungan hukum terhadap warga negara. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara 

tegas menyatakan bahwa eksekusi atas jaminan fidusia hanya dapat 

dilakukan apabila debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika 

terdapat penolakan, maka pihak yang berkepentingan wajib mengajukan 

permohonan eksekusi ke pengadilan2. Dengan demikian, tindakan pihak 

ketiga yang melakukan penarikan paksa tanpa persetujuan debitur 

merupakan bentuk pelanggaran hukum dan dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana, seperti perampasan (Pasal 368 KUHP), pencurian (Pasal 362 

KUHP), atau perusakan (Pasal 406 KUHP), tergantung dari peristiwa yang 

terjadi3. 

PT.Adira Dinamika Finance cabang Bengku, sebagai pemberi kuasa, 

dapat dimintai pertanggungjawaban secara korporasi jika terbukti lalai 

dalam mengontrol tindakan PT. Bintang Raflesia selaku pelaksana 

penarikan. Oleh karena itu, relasi antara leasing dan debt collector tidak 

semata-mata hubungan perdata, tetapi memiliki konsekuensi hukum pidana 

yang serius. Meskipun mereka tidak memiliki kewenangan eksekutorial 

 

2 Meilani Amanda Br Ginting and Roida Nababan, „Analisis Yuridis Perbuatan Melawan 
Hukum Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing Dalam Proses Penarikan Kendaraan‟, Journal 
of Accounting Law Communication and Technology, 2.1 (2024), 470–79 
<https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4591>. 

3 Prika Handayani and Teddy Asmara, „Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang 
Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah‟, Hukum Responsif, 10.2 (2019), 
55–66 <https://doi.org/10.33603/responsif.v10i2.5059>. 
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sebagaimana aparat penegak hukum, dalam praktiknya mereka bertindak 

seolah-olah memiliki otoritas hukum. Hal ini berbahaya karena dapat 

mencederai prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan yang merampas 

hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang sah. Ketika pihak 

ketiga mengambil peran eksekusi secara sewenang-wenang, maka tanggung 

jawab pidana sepenuhnya harus dikaji dan ditegakkan agar tercipta 

kepastian dan keadilan hukum. 

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dkk yang 

menitikberatkan pada analisis unsur-unsur pidana yang dapat dikenakan 

terhadap debt collector dalam praktik penarikan paksa objek perjanjian, 

terutama melalui pendekatan normatif dan studi kasus putusan pengadilan 4. 

Fokus utama dari penelitian tersebut adalah pembuktian adanya tindakan 

kekerasan atau pemaksaan yang memenuhi unsur tindak pidana seperti 

pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP) yang 

dilakukan oleh debt collector terhadap debitur. Sementara itu, pada 

penelitian ini mengembangkan kajian lebih lanjut dengan menambahkan 

aspek pertanggungjawaban pidana pihak ketiga secara spesifik. Penelitian 

ini tidak hanya menelusuri unsur-unsur pidananya, tetapi juga mendalami 

relasi hukum dan konsekuensi pidana dari hubungan antara perusahaan 

leasing dan pelaksana eksekusi di lapangan, dengan studi kasus konkret 

Putusan PN Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan secara jelas 

 

4 Amiruddin, Ahmad, and Ufran, „Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek 
Perjanjian‟, Jatiswara, 37.2 (2022), 176–84. 
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bagaimana bentuk tanggung jawab pidana pihak ketiga dalam praktik 

penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan secara melawan hukum. 

Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 

299/Pid.B/2024/PN Bgl menjadi dasar kajian empiris guna menilai dan 

menganalisis posisi hukum pihak ketiga serta akibat pidana yang timbul dari 

tindakan mereka. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi 

masyarakat serta menjadi dasar pijakan dalam pembaruan kebijakan terkait 

peran dan batas kewenangan pihak ketiga dalam pelaksanaan penarikan 

objek jaminan di Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Tanggung Jawab Pidana Pihak Ketiga 

Dalam Kasus Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Melawan Hukum 

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 

299/Pid.B/2024/PN Bgl.) ” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat 

disimpulkan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai penarikan 

kendaraan bermotor oleh pihak ketiga atas nama leasing di 

Indonesia? 

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pihak ketiga 

apabila terjadi penarikan paksa kendaraan secara melawan hukum: 
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(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 

299/Pid.B/2024/PN Bgl.) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu: 
 

1. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukum yang 

mengatur mengenai penarikan kendaraan bermotor oleh 

pihak ketiga atas nama leasing di Indonesia 

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi 

pihak ketiga apabila terjadi penarikan paksa kendaraan secara 

melawan hukum:(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri 

Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl.) 

D. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan 

hukum perdata yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan 

pertanggungjawaban pidana pihak ketiga. Selain itu, hasil penelitian ini 

dapat memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan hukum bagi 

konsumen dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Aparat Penegak Hukum: 

Memberikan acuan dan pertimbangan  dalam  menangani  kasus 
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penarikan kendaraan secara paksa oleh pihak ketiga yang berujung pada 

tindak pidana, serta mendorong penegakan hukum yang adil. 

b. Bagi Perusahaan Leasing: 
 

Memberikan pemahaman mengenai batas-batas hukum dalam 

menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (debt collector), serta 

mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam prosedur 

eksekusi jaminan fidusia. 

c. Bagi Masyarakat/Konsumen: 

Menambah wawasan masyarakat sebagai debitur terkait hak-hak 

mereka serta langkah hukum yang dapat diambil apabila terjadi 

pelanggaran hukum oleh pihak leasing maupun pihak ketiga. 

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain: 
 

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

praktik leasing, jaminan fidusia, dan aspek pidana dalam pela 

ksanaan eksekusi objek pembiayaan. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya digunakan untuk memperluas perspektif, 

memperkuat analisis, dan menghindari kesamaan topik. Hasil telah 

pustaka menunjukkan perbedaan mendasar yang menegaskan kebaruan 

dan keunikan fokus, objek, dan sudut pandang penelitian ini: 



 
 
 

7 
 

 

 
 
 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
 

Nama Penulis Judul Rumusan Masalah Pebedaan 

Khalisah 
Hayatuddin, 

Aspek Perbuatan 
Melawan Hukum 

1. Sejauh mana 
tindakan kreditur 

1. Metode: Metode 
penelitian hukum 

Dkk dalam Penarikan 
Barang  Jenis 
Kendaraan Bermotor 
oleh Pihak Lessor 

(lessor)  dalam 
penarikan kendaraan 
bermotor   dapat 
dikategorikan 
sebagai perbuatan 
melawan hukum? 

2. Apa akibat hukum 
dari perbuatan 
melawan  hukum 
yang dilakukan oleh 
kreditur (lessor) 

normatif  (yuridis 
normatif), yaitu meneliti 
bahan pustaka (peraturan, 
doktrin, putusan MK, dsb) 
serta yuridis  empiris 
(fakta   hukum 
empiris/kasus nyata). 
2. Hasil: Penarikan 
kendaraan bermotor oleh 
lessor/leasing   tanpa 
memenuhi syarat hukum 
pasca Putusan MK No. 
18/PUU-XVII/2019 (tidak 
ada  pengakuan 
wanprestasi dari debitur 
atau  tanpa    putusan 
pengadilan)  merupakan 
perbuatan   melawan 
hukum. 

Novi Zanta Putri 
Dalla, Shinta 
Andriyani 

Tinjauan Yuridis 
Penarikan Kendaraan 
Bermotor Akibat Dari 
Kredit Macet (Studi 
Kasus Adira Finance 
Cabang Mataram) 

1. Bagaimana prosedur 
penarikan kendaraan 
bermotor dalam 
perjanjian debitur 
dan lembaga 
pembiayaan 

2. Bagaimana 
penyelesaian kredit 
macet di lembaga 
pembiayaan yang 
ditempuh dalam 
praktik di Adira 
Finance? 

3. Metode:  Penelitian 
hukum normatif dan 
empiris (pendekatan 
perundang-undangan, 
konseptual,     dan 
sosiologis). 
Menggunakan   data 
dari studi  pustaka, 
wawancara   (HRD 
Adira Finance), dan 
analisis dokumen. 

4. Hasil: Pendaftaran 
jaminan fidusia diatur 
dalam UU No. 42 
Tahun 1999. 
Penyelesaian kredit 
macet  di  Adira 
Finance dilakukan 
dengan peringatan 
tertulis (somasi). 
Prosedur penarikan 
kendaraan  bermotor 
saat ini diselesaikan 
secara kekeluargaan 
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   (nasabah 

menyerahkan sendiri 
kendaraan). Syarat 
sah perjanjian 
mengacu pada Pasal 
1320 KUH Perdata. 

Ahmad 
Amiruddin 
Ufran 

Aspek Hukum Pidana 
Terhadap Tindakan 
Debt Collector Dalam 
Penarikan Paksa 
Objek Perjanjian 

1. Bagaimana 
pengaturan hukum 
pidana terhadap 
tindakan debt 
collector dalam 

penarikan paksa objek 
perjanjian? 
2. Unsur- 
unsur pidana apa saja 
yang dapat diterapkan 
pada tindakan debt 
collector dalam 
penarikan paksa objek 
perjanjian? 

Metode: Penelitian hukum 
normatif        dengan 
pendekatan    perundang- 
undangan dan konseptual, 
serta studi kasus putusan 
pengadilan terkait. Hasil 
dan pembahasan: Tindakan 
debt  collector    yang 
menarik      paksa    dan 
melakukan     kekerasan 
terhadap     debitor adalah 
tindak    pidana.   Debt 
collector bertindak dengan 
sadar dan  bertanggung 
jawab,   sehingga  dapat 
dikenai Pasal 368 ayat (1) 
KUHP tentang pemerasan 
dan Pasal 362 KUHP 
tentang pencurian. 


